BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan tentang Peran
Pemerintah Daerah Dalam Menangulangi Masalah Pengangguran Di Kabupaten Timor
Tengah Utara sebagai berikut:

1. Bursa Kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara masih terdapat hambatan antara dinas
sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pencari kerja. Bursa kerja bertujuan untuk
mempertemukan antara pencari kerja dan perekrut tenaga kerja namun pada
kenyataannya di Kabupaten Timor Tengah Utara bursa kerja dinilai belum efektif
dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai bursa
kerja hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi megenai undang-undang tenaga kerja
dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terhadap masyarakat dan juga kurangnya
perusahan perekrut yang bekerja sama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara .

2. Pelatihan kerja yang diselengarakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Timor Tengah
Utara oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi belum efektif dikarenakan masih
kurangnya anggaran untuk melaksanakan pelatihan kerja sehingga pelatihan yang
dapat dilakukan terus menerus terkadang harus dibatalkan dan menunggu anggaran
yang tersedia baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bukan hanya kurangnya anggaran
namun pihak Balai Latihan Kerja (BLK) juga mengalami kesulitan pada sarana dan

prasana misalnya peralatan untuk pelatihan. Selain itu Pihak Balai latihan Kerja (BLK)
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masih kekurangan tenaga teknis sebagai guru pelatih atau pengajar dan juga dilihat
dari pihak masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara memang memiliki partisipasi
yang tinggi atau ingin ikut serta dalam kegiatan pelatihan namun pelatihan dilakukan
dengan jumlah kuota yang terbatas dan pelatihan keja juga terbatas.

3. Perluasan kesempatan kerja Pada kenyataanya di Kabupaten Timor Tengah Utara
masih mengalami keterlambatan dalam pembangunan atau kurangnya lapangan
pekerjaan yang tersedia di daerah. Perluasan kesempatan kerja harusnya
mempermudah para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan namun apa yang di
harapkan oleh pemerintah daerah ternyata tidak sesuai dengan realita yang ada.
Perluasan kesempatan kerja yang diadakan di Kabupaten Timor Tengah Utara dinilai
belum efektif karena pemerintah hanya berfokus kepada pekerjaan sebagai imigran
(CPMI) yang mengakibatkan kurangnya daya tarik masyarakat Kabupaten Timor

Tengah Utara untuk bekerja dan menyebapkan pengangguran.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan sosialisasi
secara langsung terhadap masyarakat mengenai bursa kerja agar muda dipahami dan
masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai adanya bursa kerja yang

memudahkan mereka dalam mencari informasi mengenai lowongan kerja.

79



2. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu mengingkatkan anggaran
pelatihan, meningkatkan program pelatihan, menambakan tenaga teknis atau guru
pelati dan menambakan jumlah kuota peserta pelatihan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan kerja sama
dengan perusahaan baik di dalam daerah maupun di luar daerah sehingga dapat
menciptakan lowongan pekerjaan yang nantinya merekrut para pencari kerja dan
Pemerintah juga perlu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

4. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan pelatihan perluasan kesempatan kerja
di dalam hubungan kerja guna melati dan membina masyarakat sesuai dengan

lowongan pekerjaan yang tersedia di daerah maupun luar daerah.
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